
bupati lampungutara
PROVINSI LAMPUNG

3.

4.

5.

ayat (1)
tentang
Daerah
Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang SistemPenebtian’ Pengembangan dan Penera/an Ilmu
TTl ri Trr T ut „

^legara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SistemFenyuluhan Pertaman, Pengembangan dan Penerapan IlmuPengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 466.0);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetananUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentaneDaerah °tonom Kabupaten-Kabuplten
S^lS ^g^ungan Provinsi Daerah Tingkat I Sumateragara RePublik Indonesia Tahun 1956Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaReSTbHk ? ^^„Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 19S9 Nomor 73 TambahanLembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1821);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARANOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHA'N YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturantentang Pembentukan dan Susunan PerangkatKabupaten Lampung Utara;

Mengingat : 1. ^^^U^g-Undang Dasar Negara Republik
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan T^mharan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2G15 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); H

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Preya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
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16. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2011tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan diLmgkungan Kementerian Dalam Negert dan PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 289);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umura diLmgkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Satuan PolisiPraja <Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA
dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANSUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNGUTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalan i Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.



' Pemerintahan. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampyng

9. Sekretaris Daerah. adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatSekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung Utara.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Utara.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatSekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung Utara. •
1 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Lampung Utara.
15. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Lampung Utara.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalahunsur . pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalahunsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib

di: elenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

20. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.

21. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh camat.

BABU
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian tugas habis;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas; dan
h. fleksibilitas.
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1.

4.

5.

8.

9.

2.

3.

6.

7.E—5

SfcSV«enggarakan taan
Kebudayaan; 8 HenÜ,dlkan dan Urusan Pemerintahan Bidang

A Urusan Pemerintahan

1313.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tine A'=^-SXI
B ™enggarakdn Urusan Pemerintahan

TiPe A menyelenggarakan UrusanPemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika UrusanBldang Persandian dan Urusan Pemerintahan BidangOLcLLiSlIxC,

PasaJ. 3

&d5“ Daerah “ dibentuk Daerah dengan susunan
a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tioe A-. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A- ’
c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe APd. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari:

P ’

dan Perlindungan Anak Tipe B
Perempuan dan Perlindungan Anaï™ “ Bidang Pemberdayaan

A “^'enggarakan Urusan

Bidang Kehutanan; Hld^p dan Urusan Pemerintahan

' sósS;805131 TiPS A “'^nggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
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16. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
menengan dan

ModaI dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tine A
f-»™» «.«a

Olahraga dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata-
0“ 71116 B “Welengg^an UrusanK^rsTpJ? g PerPustaiaan dan Urusan Pemerintahan Bidang

PemeHntahan
A u™. -pemerintahan

22'Sg’JSX.’*‘B Pemerintahan

e. Badan Daerah terdiri Kari-

d“ A86t ^6 A —^anakan hmgsi

“^6 A ““akan
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksannl^ •CrT^mV^ d“ Bidang PeneUtiin
4‘ KePeSawaian dan Pcngembangan Sumber Daya Manusia Tine APendS^d^^ U— “X Kep^aS

f. Kecamatan terdiri dari:
a) Kecamatan Abung Barat dengan Tipe A
b) Kecamatan Abung Kunang dengan Tipe A
c) Kecamatan Abung Pekurun dengan Tipe A
d) Kecamatan Abung Selatan dengan Tipe A
e) Kecamatan Abung SemuJi dengan Tipe A
f) Kecamatan Abung Surakarta dengan Tipe A
g) Kecamatan Abung Tengah dengan Tipe A
h) Kecamatan Abung Timur dengan Tipe A
i) Kecamatan Abung Tinggi dengan Tipe A
j) Kecamatan Blambangan Pagax dengan Tipe A
k) Kecamatan Bukit Kemuning dengan Tipe A
1) Kecamatan Bunga Mayang dengan Tip e A
m) Kecamatan Hulu Sungkai dengan Tipe A
n) Kecamatan Kotabumi dengan Tipe A
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o) Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Tipe A
p) Kecamatan Kotabumi Utara dengan Tipe A
q) Kecamatan Muara Sungkai dengan Tipe A
r) Kecamatan Sungkai Barat dengan Tipe A
s) Kecamatan Sungkai Jaya dengan Tipe A
t) Kecamatan Sungkai Selatan dengan Tipe A
u) Kecamatan Sungkai Tengah dengan Tipe A
v) Kecamatan Sungkai Utara dengan Tipe A
w) Kecamatan Tanjung Raja dengan Tipe A

Pasal 4
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjaperangkat daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan.dengan PeraturanHupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

D^?aS Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit PelaksanaTekms Dinas/Badan (UPTD/B).
(2) UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3) Pembentukan UPTD/B sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6
(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

°’ terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berunasa.tuan. pendidikan.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuksatuan pendidikan formal dan non formal.

! । Pasal 7
। (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud riahm Pasal
I 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa
| rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unitorganisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara

profesional.
(2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom

dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
daerah. ï..
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BAB IV
STAF AHLI

Pasal 8
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9
Pejabat Aparatur Sipü Negara pada Perangkat Daerah diangkat danun^ng^^ Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di BidangKesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi
dan Tata Keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Bidang
Penyuluhan, yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penyuluhan
diundangkan.

Pasal 12
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesekretariat Korp Pegawai
Republik Indonesia yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Kesekretariat
Korp Pegawai Republik Indonesia diundangkan.
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Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang
Penanggulangan Bencana, yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan
perundag-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Sub Urusan
Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana diundangkan.

Pasal 14
Penyesuaim pengisian jabatan direktur rumah sakit dan kepala pusat
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksvd dalam Pasal 7 sebagai
jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan. •

Pasal 15
UPTD dan UPTB yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya
UPTD dan UPTB yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16
Pada saat Peraturan daerah ini diundangkan, pejabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya. sampai dengan
dikukuhkan atau dilantik pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah
ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pembentukaan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun. 2012 Nomor 5) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor ‘2), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sejak
diundangkan.
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Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan peneinpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 23 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd 1

SAMSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 0S/LU/2016

Salinan

SETDA
H.MM.

00918 200012 1 001

ysuai dengan aslinya
ian Hukum

Kab. Lampung Utara



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

I. UMUM

Undahg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap
pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi
dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban keija yang sesuai
dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini sejalan
dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah. yang
rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen,
yaitu Bupati (strategie apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas
Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure)
dan Staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan
pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang
diserahkan Bupati, baik urusan w^jib maupun urusan pilihan.
Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure)
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating con-).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas
efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata
kerja yang jelas, fleksibilitas dan intensitas Urusan Pemerintahan
dan potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang
terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.
Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
diwadahi dalam Badan Daeiah.
Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat
dan Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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Fungsi Sekretans .Daerah dalam pertanggungjawaban tersebuthanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasikebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang
disampaiken oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD,
Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praia dan Camat kepada
Bupati. •

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas
kepada Perangkat Daerah s’ecara efïsien, efektif dan rasional sesuai
dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkro.nisasi dan simplifikasi serta komunikasi
kelembagaan ant.ara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan
Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan
jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada
volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan
Pemerintahan atau volume beban tugas untuk
mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan
Pemerintahan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah
pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang .
dapat diperoleh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada
tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas”
adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi
habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas
dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu
Perangkat Daerah.



Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah
penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit
kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada
kemampuan pengendalian unit keija bawahan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “tata keija yang jelas”
adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dan unit keija pada Perangkat Daerah mempunyai
hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun
horizontal.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah
penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit
kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk
menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5 ;

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
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Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas. i

Pasal 19
Cukup Jelas.

ÏZS“N5DAERAHkabupaten lampung utara


